
 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Buku 

 

 

Alatas, Syed Husein. 1983. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data 

   Kontemporer, Jakarta: LP3ES.  

 

Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 

 

_______.Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti  

Korupsi 2008, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007  

 

Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum Teori,  

Praktik dan Kritik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 

 

Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Saleba Empat. Jakarta.  

. 

Halim, Abdul. 2004. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Rajawali Press.  

 

Hamzah, Andi.  2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta:  

Ghalia Indonesia.  

 

Kosasih, Ruchiyat. 2003.  Auditing Prinsip dan Prosedural. Ananda. Yogyakarta 

 

Lamintang, P.A.F. 1996.  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra  

Adityta Bakti.  

 

Marpaung, Leden. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika. 

Jakarta.  

 

Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 

 

_______. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum  

Pidana, Bina Aksara, Jakarta.  

 

 

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan 

Penerbit UNDIP. Semarang. 

 

 

 



 

 

Mulyadi, Lilik. 2007.  Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana  

Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, IKAHI, 

Jakarta. 

 

_______. 2007. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana  

Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Program 

Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas 

Padjadjaran, Bandung. 

 

_______. 2008. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana  

Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Penerbit Alumni, 

Bandung 

 

Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: 

Alumni.  

 

_______. 2003. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan  

Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.  

 

Raharjo,  Satjipto.  1996. Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial 

dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. 

Rajawali. Jakarta.  

 

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat 

Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: 

Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.  

 

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai  

Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Bogor: Fakutas Hukum  

Universitas Pakuan. 

 

Sudarto. 1983. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

 

________________. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia 

 Press. Jakarta.  

 

________________. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Grafindo 

 Press. Jakarta.  

 

Utrecht, E. dan M. Saleh Djinjang. 1982. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. 

 Pradya Paramitha. Jakarta. 

 



 

 

Peraturan Perundang-Undangan  

 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun  

1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  

Acara Pidana  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang  

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  

Korupsi 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan  

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep–225/A/J.A/05/2003  

Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 

Kep-115/A/J.A/10/1999  Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia 

 

Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang  

Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan 
 

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-011/A/JA/04/2013  

tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi 
 

 

 

 

 

 


